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Berbeda dengan itu, acta jure gestionis adalah tindakan pemerintah yang 

bersifat privat atau komersial. Dalam tindakan jenis ini, pemerintah bertindak 

layaknya subjek hukum privat biasa. Pemerintah tidak menggunakan kewenangan 

publik, melainkan melakukan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh siapa 

pun, seperti mengadakan kontrak kerja sama, melakukan jual beli, menyewa atau 

menyewakan aset, serta tindakan-tindakan pengelolaan keuangan atau aset yang 

menimbulkan hak dan kewajiban privat. Oleh karena itu, apabila pemerintah 

melakukan tindakan dalam kategori gestionis dan terjadi sengketa, maka 

pemerintah dapat digugat melalui pengadilan perdata, dan putusannya dapat 

menimbulkan kewajiban perdata seperti ganti rugi atau pemenuhan prestasi. 

Pandangan ini diperkuat melalui doktrin yang disampaikan oleh Van Wijk dan 

Konijnenbelt, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 

hubungan keperdataan harus dipisahkan dari tanggung jawabnya dalam 

menjalankan fungsi publik. Menurut mereka, pemerintah memiliki kedudukan 

ganda: pertama, sebagai pemegang kekuasaan publik; kedua, sebagai subjek hukum 

privat. Dalam kapasitas keduanya, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban, 

tetapi ruang lingkup dan mekanisme penegakannya berbeda. Teori dualitas 

kapasitas ini penting karena memberikan batasan yang jelas antara tindakan yang 

harus dipertanggungjawabkan melalui peradilan perdata dan tindakan yang menjadi 

otoritas PTUN. 

Dalam konteks Indonesia, pembedaan antara acta jure imperii dan acta jure 

gestionis tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, 
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tetapi doktrin ini diakui dalam praktik peradilan dan yurisprudensi. Salah satu 

yurisprudensi yang sangat terkenal adalah Putusan Mahkamah Agung No. 527 

K/Sip/1971. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa 

pemerintah dapat digugat secara perdata sepanjang tindakan yang dilakukan tidak 

berkaitan dengan kewenangan publik. Putusan ini menjadi rujukan penting bahwa 

pemerintah daerah tidak dapat serta-merta berlindung di balik kedudukannya 

sebagai badan hukum publik ketika melakukan tindakan privat. 

Doktrin ini kemudian diperkuat melalui sejumlah putusan Mahkamah Agung 

lainnya yang menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang berkaitan dengan 

pengelolaan aset, perjanjian kerja sama, dan hubungan kontraktual adalah tindakan 

gestionis yang tunduk pada hukum perdata. Dengan demikian, pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab keperdataan yang sama seperti pihak privat lainnya ketika 

menimbulkan kerugian akibat tindakan atau kelalaian dalam ranah privat. 

Dalam perspektif penelitian tesis ini, teori acta jure imperii dan acta jure 

gestionis sangat penting untuk dianalisis karena putusan yang menjadi objek 

penelitian melibatkan Pemerintah Daerah Kota sebagai pihak yang digugat dalam 

sengketa perdata. Penentuan apakah tindakan pemerintah daerah dalam perkara 

tersebut termasuk kategori gestionis berpengaruh langsung pada keabsahan 

gugatan, kewajiban pemerintah daerah untuk membayar ganti rugi, serta 

eksekutabilitas putusan. Dalam praktiknya, sengketa yang melibatkan pemerintah 

daerah sering kali muncul dari perjanjian kerja sama pembangunan daerah, 
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pengelolaan aset, atau pemanfaatan fasilitas umum, yang umumnya termasuk ranah 

gestionis dan karenanya menimbulkan tanggung jawab perdata. 

Lebih jauh lagi, teori ini juga berpengaruh pada tahap eksekusi putusan. 

Apabila tindakan pemerintah daerah dikategorikan sebagai acta jure gestionis, 

maka putusan pengadilan yang menghukum pemerintah untuk membayar ganti rugi 

bersifat sah dan mengikat. Pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut 

melalui mekanisme anggaran daerah. Namun, karena pemerintah adalah badan 

hukum publik, tindakan eksekusi tidak dapat dilakukan melalui mekanisme 

penyitaan dan pelelangan secara langsung sebagaimana terhadap badan hukum 

privat. Hal ini disebabkan adanya rezim hukum keuangan negara yang membatasi 

penyitaan aset pemerintah untuk membayar kewajiban perdata. Dengan demikian, 

teori ini tidak hanya relevant pada aspek pertanggungjawaban, tetapi juga pada 

tahap pelaksanaan putusan. 

Dengan demikian, teori acta jure imperii dan acta jure gestionis memberikan 

dasar konseptual yang kuat dalam memahami apakah pemerintah daerah dapat 

dimintai tanggung jawab perdata dan dapat dieksekusi berdasarkan putusan 

pengadilan. Pembedaan ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga sangat 

berimplikasi pada kasus-kasus konkret, seperti eksekutabilitas putusan Mahkamah 

Agung R.I Nomor: 763/PK/PDT/2021 yang menyangkut pertanggungjawaban 

pemerintah daerah. Analisis penerapan teori ini menjadi kunci dalam menentukan 

ruang lingkup kewajiban pemerintah daerah dan validitas pembatasan eksekusi. 
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1.6 Originalitas Penelitian. 

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang 

membahas tentang eksekutabilitas putusan perdata yang menyangkut 

pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pencarian ini bertujuan sebagai alat ukur 

untuk mengukur originalitas penelitian yang disusun oleh Penulis. 

Keaslian penelitian adalah penelitian yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya atau menciptakan informasi baru. Selain itu, hasil penelitian juga tidak 

boleh mereplikasi karya peneliti lain (plagiarisme). Supaya lebih memahami hal 

ini, berikut pandangan para ahli:  

1. H. H. Anderson and Gladys L. Anderson 

Menurut H. H. Anderson dan juga Gladys L. Anderson, orisinalitas 

penelitian adalah mengumpulkan pengetahuan demi pengetahuan. Keaslian 

riset berkaitan dengan generalisasi dan dengan perumusan teori.  

2. Peter Pruzan 

Sedangkan menurut Peter Pruzan, orisinalitas penelitian adalah suatu 

aspek dalam penelitian yang menunjukan kecenderungan untuk memilih topik 

yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang melalui penelitian terapan.  

3. C. R. Kothari 

Ahli berikutnya adalah C. R. Kothari. C. R. Kothari mendefinisikan 

keaslian penelitian sebagai aspek dalam penelitian yang diarahkan untuk 

menemukan informasi yang memiliki dasar aplikasi yang luas sehingga dapat 

mengembangkan penelitian yang sudah ada dari pengetahuan ilmiah.  
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4. Martin Eisend & Alfred Kuss 

Martin Eisend dan Alfred Kuss menjelaskan bahwa orisinalitas 

penelitian adalah konsep-konsep yang relatif umum dan terutama mengarah 

pada temuan-temuan yang melayani pemahaman umum tentang fenomena 

yang diminati. 

5. Ranjit Kumar 

Ahli selanjutnya adalah Ranjit Kumar. Ia menjelaskan orisinalitas 

penelitian sebagai kegiatan penelitian yang melibatkan pengembangan dan 

pengujian teori dan hipotesis yang secara intelektual menantang bagi peneliti, 

tetapi mungkin atau tidak mungkin bisa memiliki aplikasi praktis pada saat ini 

atau di masa akan datang. 

Dari definisi yang dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka secara 

garis besar bisa dipahami bahwa orisinalitas penelitian adalah unsur baru 

maupun pembeda dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain. Baik 

untuk meneliti topik baru maupun topik yang sama.  

Dari pencarian yang dilakukan oleh Peneliti, terdapat tiga buah Tesis yang 

akan digunakan sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut: 

1. Tesis Barbalina Matulessy berjudul Tesis Pencalonan Kepala Daerah Dan 

Wakil Kepala Daerah Pada Kpu Provinsi Maluku Sebagai Implikasi 

Pelaksanaan Putusan Ptun Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, 

menganalisis tentang masalah Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagai implikasi pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 
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05/G/2013/PTUN.ABN, di dalam Tesis tersebut lebih membahas Kewajiban 

untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap berada pada tergugat, yang pada dasarnya eksekusi di Pengadilan 

Tata Usaha Negara menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum 

dari pejabat Tata Usaha Negara (pejabat publik) terhadap isi putusan hakim. 

Dimana asas self respect dalam kaitannya dengan proses eksekusi dapat 

dilaksanakan tergantung pada kesadaran pejabat tata usaha negara, untuk 

melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang 

langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap 

pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 

Penelitian Barbalina Matulessy berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh 

Peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana 

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian fokus terkait konsep 

eksekutabilitas putusan perdata terhadap Pemerintah Daerah sebagi pihak yang 

dikalahkan dimana yang diangkat Penulis adalah kendala normatif dan praktis 

dalam pelaksanaan putusan tersebut, sehingga dikaitkan dengan parameter 

orisinalitas penelitian yang telah disebutkan oleh Peter Pruzan bahwa suatu 

aspek dalam penelitian yang menunjukan kecenderungan untuk memilih topik 

yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang melalui penelitian terapan. Hal 

ini sesuai dengan Fenomena yang menimbulkan pertanyaan akademik 

mengenai eksekutabilitas putusan perdata terhadap pemerintah daerah dan 

batas-batas pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan hukum perdata, 

keuangan negara, dan pemerintahan daerah. 
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2. Tesis Wihelmus Rio Resandhi berjudul Tesis Penyelesaian Sengketa Gugatan 

Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG dikaitkan dengan 

Kompetensi Absolut Pengadilan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri 

Makassar Nomor 442/PDT.G/2019/PN MKS dan Putusan Pengadilan Tinggi 

Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS), menganalisis tentang masalah  

Secara konstruktif, subtansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian 

di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. 

Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di tesis ini 

adalah akibat hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

terhadap sewa ruang milik jalan untuk penempatan jaringan utilitas 

telekomunikasi di Pemerintah Daerah Kota Surabaya. 

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1.  Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan mencari data 

dengan cara menelusuri bahan hukum primer yang berupa undang-undang atau 

peraturan yang berlaku dalam hierarki aturan hukum nasional dan bahan hukum 

sekunder yang berupa literatur yang berbentuk buku, artikel jurnal hukum, maupun 

karya tulis ilmiah hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga analisis dilakukan terhadap 

peraturan perundang‑undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan..  
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Metode analisis data yang dipakai ialah metode analisis kualitatif dimana 

semua bahan serta data yang sudah dikumpulkan akan diolah menjadi suatu analisis 

yang dituliskan secara sistematis menjadi sebuah bentuk deskripsi yang memuat 

mengenai segala persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini. 

1.7.2.  Pendekatan 

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter 

khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isuhukum 

yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan 

disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum 

menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan 

hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 

penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan 

mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat 

beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.10 

 

                                                 
10Dr. Muhaimin, S.H.,M.H., Metode Penelitian Hukum, University Press, Mataram, 2020, 

hlm. 55. 
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Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 

tujuh pendekatan, yang meliputi: 

a. Pendekatan perundang-undangan; 

b. Pendekatan konseptual; 

c. Pendekatan analitis; 

d. Pendekatan perbandingan; 

e. Pendekatan historis; 

f. Pendekatan filsafat; 

g. Pendekatan kasus.11 

1.7.3.  Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, 

yaitu; 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi 

Negara. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal 

hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 

hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. 

Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat 

hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai 

                                                 
11Johnny Ibrahim, Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, 2008, hlm. 300. 
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bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan 

seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang 

diberikan menjadi objektif. 

c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan 

hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, 

data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. 

Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis 

terhadap bahan hukum. 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang 

telah berkekutan hukum tetap, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan 

oleh penelitian ini adalah buku, jurnal, dan literasi pendukung lainnya. 

1.7.4.   Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, 

jurnal, dan literasi pendukung lainnya, yang berkaitan dengan isu hukum yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

1.7.5.  Analisis Bahan Hukum 

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan 

dalam suatu penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh 
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peneliti untuk selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data primer 

dan data sekunder ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Selain itu data primer dan data sekunder tersebut dimanfaatkan oleh peneliti untuk 

menjawab isu hukum dalam penelitian. 

1.8 Sistematika Penulisan. 

 Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman serta memberikan arah yang 

jelas dalam diskusi penelitian ini, penulis menerapkan struktur penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN:  

Di dalam bab ini Penulis memaparkan mulai dari penulisan Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Originalitas Penelitian dan Metode Penelitian.  

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN:  

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi kerangka teoretis 

dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci seperti besaran faktor penyesuai sewa 

pada peraturan-peraturan yang berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya dalam menetapkan Faktor Penyesuai Sewa. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN:  

Di dalam bab ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kedua dalam tesis 

ini, yang terkait dengan Apakah eksekusi terhadap Pemerintah Daerah dalam 

perkara tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan asas-asas 

pemerintahan yang baik (AUPB). 

DRAFT



29 
 

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

peneliti atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. 
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